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BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah berdampak pada perubahan
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan’
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477},
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota  yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor
412);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;




Menetapkan

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

ol

© N oo

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Pamekasan.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pamekasan. «
Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pamekasan dengan Tipe B.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan.

Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan.
Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Pamekasan.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Pamekasan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada
instansi pemerintah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.




(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan

Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c. Bidang Bina Marga, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Kelompok Jabatan Fungsional,
d. Bidang Pengembangan Sistem Drainase,

membawabhi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Kelompok Jabatan Fungsional,;
e. Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi, membawabhi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. 'Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber

Daya Air, membawabhi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Bidang Tata Ruang, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. UPTD, dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
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(5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin
oleh kelompok jabatan fungsional yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi
dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;

e. pemberian rekomendasi perizinan Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang;
penilaian kinerja bawahan,;
. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

ha
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Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan
aset, keuangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, serta
monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan
Dinas.




Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

C.

°

pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan
perlengkapan/aset; '
pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan

. program, anggaran, dan perundang-undangan;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan
tatalaksana, serta program dan kegiatan dinas;
pelaporan kinerja dan keuangan dinas;

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan
reformasi birokrasi antar Bidang;

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan
ketatalaksanaan dan pelayanan publik antar Bidang;
pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi
kelembagaan antar Bidang;

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar
Bidang;

penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan
kegiatan, kinerja keuangan dan capaian reformasi
birokrasi dinas;

penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat;
penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan
kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi
birokrasi Sekretariat;

pengelolaan kinerja aparatur;

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka
1 mempunyai tugas:

a.

b.

C.

melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan,
dan administrasi perjalanan dinas;

melaksanakan urusan administrasi surat menyurat,
pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan,
dan inventaris Dinas;

memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan
kantor;

melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan
keprotokolan;

melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan
barang kebutuhan Dinas;
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g. menyusun bahan pembinaan kepegawaian,
kelembagaan, dan ketatalaksanaan Dinas;

h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan
karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan,
disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan
dokumen kepegawaian;

i. menyusun bahan pengkoordinasian kegiatan
perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan
kinerja, program, dan kegiatan Dinas;

j. menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan
Dinas;

k. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kinerja, program dan kegiatan Dinas;

1. menyusun laporan kinerja, program, dan Kkegiatan
Dinas;

m. menilai kinerja bawahan;

n. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan
kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian
Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian;

o. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan '

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 10

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan
keuangan Dinas;

b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan
tunjangan pegawai; _

c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Dinas;

d. menilai kinerja bawahan;

e. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan
kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Keuangan
dan Aset; dan

f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan dan aset Dinas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga
Pasal 11

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Bina Marga.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan jalan Kabupaten,
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perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program
dan kegiatan bidang Bina Marga yang meliputi
penyusunan rencana, kebijakan, dan = strategi
pengembangan jaringan jalan serta perencanaan feknis
penyelenggaraan jalan dan jembatan, pemantauan,
evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan jalan dan
jembatan, penelitian dan pengkajian dokumen teknis
jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan
jalan dan jembatan akibat bencana, pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan
jembatan;

pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program
dan kegiatan bidang Bina Marga; '
supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program
dan kegiatan Bidang Bina Marga,;

pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program
dan kegiatan Bidang Bina Marga;

supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program
dan kegiatan Bidang Bina Marga;

analisis data dan informasi kinerja Bidang Bina Marga;
penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring,
evaluasi program, dan kegiatan Bidang Bina Marga;
validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan,;
penilaian kinerja bawahan;

penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan
kegiatan serta serapan anggaran Bidang Bina Marga,;
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan :
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Sistem Drainase
Pasal 13

Bidang Pengembangan Sistem Drainase sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan
di Bidang Pengembangan Sistem Drainase.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Bidang Pengembangan Sistem Drainase
menyelenggarakan fungsi:

a.

pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang
terhubung langsung dengan sungai dalam daerah
Kabupaten;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program
dan kegiatan bidang pengembangan sistem drainase
yang meliputi penyusunan rencana, kebijakan, strategi
dan teknis sistem drainase perkotaan dan lingkungan,
pembinaan, supervisi pembangunan/peningkatan/
rehabilitasi sistem drainase perkotaan dan lingkungan,
dan penyusunan outline plan pada kawasan genangan,;
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pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, penyediaan
sarana, operasi dan pemeliharaan sistem drainase
perkotaan dan lingkungan;

pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program
dan kegiatan bidang pengembangan sistem drainase;
supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program
dan kegiatan bidang pengembangan sistem drainase;
analisis data dan informasi kinerja  bidang
pengembangan sistem drainase;

penyusunan rencana Kerja, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi program dan kegiatan bidang
pengembangan sistem drainase;

validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
penilaian kinerja bawahan;

penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan
kegiatan serta serapan anggaran bidang pengembangan
sistem drainase;

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi
Pasal 15

Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1} huruf e mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan
di bidang Pengelolaan Sistem Irigasi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi
menyelenggarakan fungsi:

a.

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer
dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah
1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) - daerah
Kabupaten;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program
dan kegiatan bidang Pengelolaan Sistem Irigasi yang
meliputi penyusunan rencana teknis dan dokumen
lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa,
koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan
kawasan rawa, pengelolaan dan pengawasan alokasi air
irigasi, pembangunan dan rehabilitasi bendung, sumur
dan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan bendung,
sumur dan jaringan irigasi;

pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program
dan keglatan Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi;

supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program
dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi;

analisis data dan informasi kinerja Bidang Pengelolaan
Sistem Irigasi;
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=g

penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pengelolaan
Sistem Irigasi;

validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
penilaian kinerja bawahan;

penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan
kegiatan serta serapan anggaran Bidang Pengelolaan
Sistem Irigasi;

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air

Pasal 17

Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1} huruf f
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan
teknis pengelolaan di Bidang Pendayagunaan dan
Pengendalian Sumber Daya Air.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber
Daya Air menyelenggarakan fungsi:

a.

Ao

pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman
pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah
Kabupaten;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program
dan kegiatan Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian
Sumber Daya Air yang meliputi penyusunan rencana
teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk
konstruksi prasarana air, pengendali banjir, drainase
utama perkotaan dan pengaman pantai, pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi prasarana air, revitalisasi dan
normalisasi danau dan sungai, pembangunan
infrastruktur pelindung mata air, operasi dan _
pemeliharaan prasarana air, pengelolaan hidrologi
kualitas air, sinkronisasi, koordinasi, pemberdayaan,
pembinaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air;
rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air;
pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program
dan kegiatan Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian
Sumber Daya Air; _

supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program
dan kegiatan Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian
Sumber Daya Air;

analisis data dan informasi kinerja Bidang
Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi program dan kegiatan Bidang
Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
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penilaian kinerja bawahan;

penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan
kegiatan serta serapan anggaran Bidang Pendayagunaan
dan Pengendalian Sumber Daya Air;

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Tata Ruang
Pasal 19

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan kebijakan teknis pengelolaan di Bidang Tata Ruang.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

C.

penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana
Rinci Tata Ruang Kabupaten;

koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang
Daerah Kabupaten;

koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah
Kabupaten;

koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan
ruang daerah Kabupaten;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program
dan kegiatan bidang koordinasi, sinkronisasi dan
penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana
Rinci Tata Ruang Kabupaten, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang;

pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program
dan kegiatan Bidang Tata Ruang;

supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program
dan kegiatan Bidang Tata Ruang;

analisis data dan informasi kinerja bidang Tata Ruang;
penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring,
dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Tata Ruang;
validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
penilaian kinerja bawahan; A
penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan
kegiatan serta serapan anggaran Bidang Tata Ruang;
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB 1V
UPTD
Pasal 21

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
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BAB YV :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 22

Kelompok  Jabatan Fungsional = mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan
pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan
keterampilan  masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ angka 1, 2, 3, huruf d
angka 1, 2, 3, huruf e angka 1, 2, 3, huruf f angka 1, 2,
3, huruf g angka 1, 2,3, dan huruf i terdiri dari sejumlah
tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa
kelompok sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

(2} Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai
unsur pembantu Sekretaris dan Kepala Bidang dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Sekretaris dan Kepala Bidang dengan keahlian
dan kebutuhan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan
unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dan Kelompok Jabatan Fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing,
lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan
instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan jika terjadi penyimpangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugas bawahannya dan memberikan
bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

(4} Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada
atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk
digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan
lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada
bawahannya.

(6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.
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(7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan
rapat secara berkala dalam rangka memberikan
bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

~ BABVII
ESELON JABATAN
Pasal 25

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon Ill.a atau Jabatan
Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau
Jabatan Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan
Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang
ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pengisian jabatan
berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 56), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang nmengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

NURUL WIDIASTUTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2023 NOMOR 6
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA

KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
A\ 4
KELOMPOK JABATAN ‘
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN, UMUM, KEUANGAN DAN
DAN KEPEGAWAIAN ASET
\ 4 y JV v \4
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
BINA MARGA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAYAGUNAAN TATA RUANG
SISTEM DRAINASE SESTEMIEEEC G DAN PENGENDALIAN
SUMBER DAYA AIR
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
L JABATAN > JABATAN = JABATAN > JABATAN > JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
i JABATAN > JABATAN W JABATAN - JABATAN N JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
> JABATAN > JABATAN | JABATAN N JABATAN . JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
v
UPTD BUPATI PAMEKASAN,
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